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PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Kampung Beru, Dusun Kampung
Beru, RT 01 RW 04, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya,
tertanggal 22 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg.
tanggal 24 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama Ismail bin Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung
Beru, Dusun Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa,

umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak
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ada, bertempat tinggal di Dusun Bungeng. Desa Pattaneteang, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki
hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir
akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila
tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon
tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, akan tetapi
pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya
dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana
disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.2/P.W.00/175/1X/2014,
tanggal 22 September 2014;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan
untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah
siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon suaminya sudah siap
pula untuk menjadi istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah
merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya
yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon

dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, untuk melaksanakan
pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim
yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang
amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan
anaknya yang bernama Ismail bin Pemohon dengan seorang perempuan
bernama Rina binti Upa;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim
memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali
permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia
yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam
pengertian  voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus
dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan. Kemudian
dibacakanlah permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis,

Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;
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Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan
bahwa mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah berniat
untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan dan telah siap
untuk membina rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. H. Abdurrahman bin Rahmani, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS (Guru), bertempat tinggal di Bontoraja, Kelurahan Onto, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon;

- Anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon baru berusia 16
tahun;

- Saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Rina
binti Upa;

- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa masih
berusia 14 tahun;

- Bahwa meskipun baru 16 tahun, anak Pemohon yang bernama Ismail
bin Pemohon memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari
layaknya orang dewasa;

- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa belum
memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap

untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
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- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon
dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa saat ini tengah
menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga Pemohon
khawatir jika anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan
calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak segera menikah akan
terjadi hal-hal yang negatif;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan
calon istrinya yang bernama Rina binti Upa telah siap berumah tangga
baik secara mental maupun fisik;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama lIsmail bin Pemohon sehari-
harinya bekerja sebagai Petani;

- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan
antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon
istrinya yang bernama Rina binti Upa;

- Antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan
calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak ada hubungan darah
ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara
anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk
menikah;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang
bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina
binti Upa pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten
Bantaeng menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai

batas umur minimal untuk menikah;
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2. Dodding bin Hanaping, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;

- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon;

- Anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon baru berusia 16
tahun;

- Saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Rina
binti Upa;

- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa masih
berusia 14 tahun;

- Bahwa meskipun baru 16 tahun, anak Pemohon yang bernama Ismail
bin Pemohon memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari
layaknya orang dewasa;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon sehari-
harinya bekerja sebagai Petani;

- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa belum
memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap
untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon
dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa saat ini tengah
menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga Pemohon
khawatir jika anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan
calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak segera menikah akan

terjadi hal-hal yang negatif;
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- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan
calon istrinya yang bernama Rina binti Upa telah siap berumah tangga
baik secara mental maupun fisik;

- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan
antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon
istrinya yang bernama Rina binti Upa;

- Antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan
calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak ada hubungan darah
ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara
anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk
menikah;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang
bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina
bintt Upa pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten
Bantaeng menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai
batas umur minimal untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerimanya. kemudian Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-
dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan
mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (&) angka

3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-
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Undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan  Agama
berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian
pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara permohonan
dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus
diputus dalam bentuk penetapan,maka perkara ini adalah pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal
memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya
bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan
anaknya sampai calon mempelai perempuan dan laki-laki tersebut mencapai
batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon
serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi
masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar
diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak
Pemohon bernama Ismail bin Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang
perempuan bernama Rina binti Upa dengan dalil dan alasan bahwa anak
Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan

melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-
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laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-
undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng menolak untuk
menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor:
KK.21.11.2/PW.00/175/1X/2014, tertanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan
berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat
(1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Pemohon dapat mengajukan
Permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan
tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal tersebut
di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-
saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon
adalah wali dari Ismail bin Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa Ismail bin
Pemohon dengan Rina binti Upa, telah menjalin  hubungan cinta, terlihat
semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan
kelanjutan  hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon istrinya bahkan
telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah

baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.
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Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah,
demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan
mendengar langsung bahwa Ismail bin Pemohon belum mencapai usia yang
ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi
bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua
orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara,
dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi
yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai
relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh
karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal
308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il menjelaskan peristiwa
hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan
calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada
pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan
saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal
308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut
dinilai telah  memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat
dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon
majelis menilai telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan dan dari
pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Ismail bin Pemohon;
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- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon baru berumur
16 tahun dan ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang
perempuan yang bernama Rina binti Upa;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan segera anak Pemohon yang
bernama Ismail bin Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama
Rina binti Upa, karena hubungan mereka yang sangat dekat sehingga
Pemohon khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi
hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa anak Pemohon telah siap berubah tangga baik secara mental
maupun fisik;

- Kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak
Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohondengan perempuan yang
bernama Rina binti Upa;

- Antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan seorang
perempuan yang bernama Rina binti Upa tidak ada hubungan darah
ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga tidak ada
halangan untuk menikabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
maka  telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin
Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Rina binti Upa telah
sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan
tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia
minimal untuk nikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya
telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan

akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dinginkan pada masa yang akan
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datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum
yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan
Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat
yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya
dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadat, sebagaimana gaidah
fighiyyah yang menyebutkan :

Aiadl s e i 3l 13
Menghindari kerusakan / mafsadat harus didahulukan dari pada

mengambil kebaikan / maslahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon
untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah telah cukup bukti dan
beralasan hukum  sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut
dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk
menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan
anaknya yang bernama Ismail bin Pemohon, dengan seorang perempuan
yang bernama Rina binti Upa;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam
ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada sidang keliling Pengadilan
Agama Bantaeng, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten
Bantaeng, dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada
hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14
Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh Drs. Rahmat., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief
Ridha, S.H.,M.H.,dan Muh. Amin, T, S.Ag.S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14
Dzulhijah 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim
Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St. Nuraeni, sebagai Panitera pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota, Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Drs. Rahmat

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti,
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Dra. Hj. St. Nuraeni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya ATK Rp 50.000,00

3. Biaya panggilan Rp 75.000,00

4. Biaya redaksi Rp 5.000,00

5.Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).
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